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JASA TIRTA 1 Sertifikat No. ID03 / 0127

SALINAN

PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA 1
NOMOR: 0024 /PRT/DRUT/XII/2025
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I
DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri
Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor
PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola
dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik
Negara, perlu melakukan penyesuaian Pedoman
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Perusahaan

Umum Jasa Tirta I;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I tentang
Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan

Perusahaan Umum Jasa Tirta I;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan =]k [5]
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran ;
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Ei" =
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4150);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005
tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6800);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang
Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 64);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02
Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

10. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku

11.

Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan
Umum  (Perum) Jasa Tirta I Nomor  SK-
419/MBU/12/2021 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan

Umum (Perum) Jasa Tirta I;

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku
Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perusahaan
Umum  (Perum) Jasa Tirta I Nomor  SK-
171/MBU/08/2022 Tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan

Umum (Perum) Jasa Tirta I;



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku
Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan
Umum  (Perum) Jasa Tirta I Nomor  SK-
114/MBU/06/2023 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Umum

(Perum) Jasa Tirta I;

Peraturan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi
Perum Jasa Tirta I Nomor: PER-01/DW/1/2024 dan
Nomor 0002/PRT/DRUT/I/2024 tentang Pedoman
Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (Whistle Blowing

System) di Lingkungan Perum Jasa Tirta I;

Peraturan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi
Perum Jasa Tirta I Nomor: PER-1/DW/XI/2025 dan
Nomor 0015/PRT/DRUT/XI/2025 tentang Pedoman
Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct)

Perusahaan Umum Jasa Tirta [;

Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I
Nomor 0001 /PRT/DRUT/II/2025 Pedoman Pembinaan

Karir Karyawan Perum Jasa Tirta I;

Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I
Nomor 0013/PRT/DRUT/XI/2025 tentang Struktur
Organisasi Perusahaan serta Penetapan Tugas,
Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi Perum Jasa

Tirta I;

Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I
Nomor 00018/PRT/DRUT/XII/2025 tentang Tugas,
Wewenang dan Tanggung Jawab Jabatan Struktural
Satu Tingkat di Bawah Direksi di Lingkungan

Perusahaan Umum Jasa Tirta I;

Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I
Nomor 0019/PRT/DRUT/XII/2025 tentang Tugas,
Wewenang dan Tanggung Jawab Jabatan Struktural



Dua Tingkat di Bawah Direksi di Lingkungan

Perusahaan Umum Jasa Tirta I;

19. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I
Nomor 0020/PRT/DRUT/XII/2025 tentang Tugas,
Wewenang dan Tanggung Jawab Jabatan Struktural
Tiga Tingkat di Bawah Direksi di Lingkungan

Perusahaan Umum Jasa Tirta I;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor: S-35/MBU/01/2020 tanggal 10 Januari 2020
perihal Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di
BUMN sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi;
2. Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian
Gratifikasi (PPG) pada akun Unit Pengendali Gratifikasi
(UPG) Perum Jasa Tirta I pada situs resmi Komisi

Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA 1
TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA L.

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Direksi ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Jasa Tirta I yang selanjutnya disingkat PJT I atau
disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta sebagaimana telah beberapa kali



diubah dan diatur kembali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I.
Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas
kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan
serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Karyawan adalah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh PJT I baik dengan
status Karyawan Tetap, Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,
dan Tenaga Alih Daya.

Pejabat adalah Karyawan Tetap yang memiliki fungsi koordinatif dalam
rangka memimpin suatu unit di Perusahaan.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya
disingkat KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan
eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.
Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit
kerja dalam Perusahaan yang menjalankan fungsi audit intern dan
diketuai oleh Kepala SPI.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat
(diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas
lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau non elektronik.
Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk
mengendalikan penerimaan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel
melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif Direksi,
Pejabat, Karyawan, badan pemerintahan, para pemanfaat sumber
daya air di wilayah kerja PJT I, pemangku kepentingan, dan penyedia
barang dan jasa di lingkungan PJT I.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Komite Pengawasan Pelaksanaan Etika Usaha dan Tata Perilaku PJT I
yang selanjutnya disingkat KPPEUTP adalah komite yang dibentuk
dengan Keputusan Direksi dan bertanggung iawab untuk menjalankan
fungsi pengendalian Gratifikasi dan memantau kepatuhan terhadap
pelaksanaan etika usaha dan tata perilaku /Code of Conduct) di
lingkungan Perusahaan.

Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang,
badan hukum atau lembaga yang memberikan Gratifikasi kepada
penerima Gratifikasi.

Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh
KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan
penerimaan Gratifikasi.

Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Karyawan
yang menerima/menolak Gratifikasi yang menyampaikan laporan
kepada KPK atau melalui KPPEUTP.

Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi
eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan
tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konflik Kepentingan adalah kondisi dari Pejabat dan/Karyawan yang
patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi
pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.

Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat dan/Karyawan dalam
pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.

Rekan Kerja adalah sesama Karyawan di lingkungan PJT I dimana
terdapat interaksi langsung terkait Kedinasan.

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) adalah unit kerja yang bertanggung
jawab dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan
perusahaan, melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan
gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan

perundang-undangan.



(1)

(2)

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Peraturan Direksi ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada

Pejabat dan Karyawan dalam rangka meningkatkan pemahaman,

pengendalian dan pengelolaan Gratifikasi di lingkungan PJT 1.

Peraturan Direksi ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat dan Karyawan
tentang Gratifikasi;

b. meningkatkan kepatuhan Pejabat dan Karyawan terhadap ketentuan
Gratifikasi;

c. menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang transparan dan
akuntabel di lingkungan PJT I;

d. membangun integritas Pejabat dan Karyawan yang bersih dan bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan

e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik dan pemangku
kepentingan atas penyelenggaraan kegiatan operasional di lingkungan

PJT L.

Pasal 3

Prinsip Dasar

Setiap Pejabat dan Karyawan wajib menolak Gratifikasi yang diketahui

sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan

kewajiban atau tugasnya, yang meliputi Gratifikasi yang diterima terkait:

a. pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;

b. tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;

c. tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi di luar
penerimaan yang sah;

d. pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah/resmi dari
Perusahaan;

e. proses penerimaan/promosi/mutasi Karyawan;

f. proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak

lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;



7

perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan
barang dan jasa;

hadiah atau souvenir bagi Karyawan/pengawas/tamu selama
kunjungan dinas;

fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh Pejabat dan
Karyawan dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan
kewajibannya dengan Pemberi yang tidak relevan dengan penugasan
yang diterima;

hal yang dapat mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan
pemangku kewenangan;

pelaksanaan pekerjaan yang menyangkut jabatan dan bertentangan

dengan kewajiban/tugas Pejabat/Karyawan.

Setiap Pejabat dan Karyawan dilarang memberikan Gratifikasi kepada

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan

dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pasal 4

Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi

Karyawan atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan

dan/atau penolakan Gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan

jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan

terhadap jenis Gratifikasi berikut:

a.

pemberian dalam keluarga, yaitu dari kakek, nenek, bapak, ibu,
mertua, suami, istri, anak, menantu, anak angkat, wali yang sah, cucu,
besan, paman, bibi, kakak, adik, ipar, sepupu dan/atau keponakan,
sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan,;

keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau
kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;

manfaat dari koperasi, organisasi Karyawan atau yang sejenis

berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;
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perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam
kegiatan Kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan,
atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;

hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang
dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan
logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki Konflik
Kepentingan dan berlaku umum;

hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau
kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan
Kedinasan;

penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya
dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Perusahaan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau
suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait Kedinasan;

kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan Kedinasan yang
tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat
Konflik Kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik
Karyawan dan Pejabat yang bersangkutan;

kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan seperti
honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah
ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di PJT I penerima
Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat
Konflik Kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di
instansi penerima;

karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti
pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis,
khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah
sambut, pensiun, promosi jabatan;

pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah,
baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya
dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap

pemberi;
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m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh
diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua,
dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat
Konflik Kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;

n. pemberian sesama Rekan Kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun,
mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau
alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu
rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak
melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari
pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan;

o. pemberian sesama Rekan Kerja yang tidak dalam bentuk uang atau
alat tukar lainnya, dan tidak terkait Kedinasan paling banyak senilai
Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang,
dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta
rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan

q.- pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka
hubungan Kedinasan, baik di dalam negeri maupun luar negeri
sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara.

Dalam hal Pejabat dan Karyawan menerima Gratifikasi yang tidak dapat

ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa makanan dan/atau

minuman yang mudah busuk atau rusak, penerima Gratifikasi wajib
menyampaikannya kepada KPPEUTP untuk selanjutnya disalurkan sebagai

bantuan sosial.

Pasal 5

Dalam hal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
tidak berbentuk uang, maka penerimaan tersebut dihitung berdasarkan
harga pasar pada saat pemberian.

Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam
bentuk valuta asing, maka penerimaan tersebut dihitung berdasarkan

Kurs Tengah Valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.



(1)

(2)
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Pasal 6

Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

dapat disampaikan:

a. melalui KPPEUTP/ SPI (UPG) dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak; atau

b. langsung kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
Gratifikasi diterima/ ditolak.

Pelaporan melalui KPPEUTP/ SPI (UPG) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, wajib diteruskan laporannya oleh KPPEUTP/ SPI (UPG) kepada

KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan

Gratifikasi diterima.

Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap lengkap

apabila sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas Pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat

lengkap, dan nomor telepon;

b. informasi pemberi Gratifikasi;

c. jabatan Pelapor;

d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;

e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ditolak;

f. nilai Gratifikasi yang diterima/ditolak;

g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi; dan

h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.

Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam bentuk tertulis, surat elektronik dan/atau aplikasi sesuai dengan
mekanisme yang berlaku.

Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan
dengan menggunakan Formulir Pelaporan Gratifikasi sesuai format
sebagaimana Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direksi ini, atau dengan mengunduhnya dari situs resmi KPK

(www.kpk.go.id).



http://www.kpk.go.id/
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Pasal 7
Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi

(1) KPK menetapkan status kepemilikan Gratifikasi menjadi milik:

a.

b.

negara; atau

penerima.

(2) Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan sebagai milik negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a., KPPEUTP menindaklanjutinya dengan

langkah-langkah berikut:

a.

apabila pelaporan Gratifikasi disertai dengan penyerahan uang dan/
atau barang, maka KPPEUTP berkoordinasi dengan KPK agar uang dan/
atau barang tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang
dan/atau barang, maka Pelapor wajib menyampaikan Gratifikasi
secara langsung kepada KPK atau melalui KPPEUTP;

penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b,
sepenuhnya merupakan kewajiban Pelapor dan disampaikan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Keputusan Penetapan

Kepemilikan Gratifikasi (SKPKG) oleh Pelapor.

(3) Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan sebagai milik penerima sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b., KPPEUTP menindaklanjutinya dengan

langkah-langkah berikut:

a.

apabila pelaporan disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang,
maka KPPEUTP berkoordinasi dengan Pelapor untuk dapat mengambil
kembali uang dan/atau barang di KPPEUTP atau kantor KPK, dengan
membawa bukti SKPKG; dan

apabila pelaporan tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau
barang, maka KPPEUTP menyampaikan kepada Pelapor perihal status
kepemilikan Gratifikasi bahwa uang dan/atau barang tersebut dapat

dimanfaatkan oleh Pelapor.

Apabila uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

a tidak diambil Pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun

sejak Gratifikasi ditetapkan milik penerima, objek Gratifikasi dimaksud



(1)

(2)
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diserahkan ke negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan

kepada Pelapor secara patut.

Pasal 8

Pengendalian Gratifikasi

KPPEUTP berwenang menentukan pemanfaatan Gratifikasi yang telah
ditetapkan KPK untuk dikelola Perusahaan sesuai rekomendasi KPK, sebagai
berikut:

a.

dimanfaatkan oleh Perusahaan untuk keperluan penyelenggaraan
kegiatan operasional;

disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
dikembalikan kepada Pemberi Gratifikasi;

dikembalikan kepada penerima Gratifikasi; dan/atau

dimusnahkan.

Pasal 9

Pengawasan

Pejabat dan Karyawan yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran

terhadap Peraturan Direksi ini, dapat melaporkan kepada KPPEUTP secara:

f.

langsung;

melalui pos yang ditujukan kepada Ketua KPPEUTP PJT I, Jalan
Surabaya No. 2A Malang, Jawa Timur;

melalui Whistle Blowing System Perusahaan;

melalui email dengan alamat: lapor@jasatirtal.com,;

mengirimkan Memo Dinas rahasia (bagi Pejabat) melalui aplikasi co
office PJT I; dan/atau

melalui aplikasi WhatsApp di nomor +62 81-132-259-300).

Pelaporan oleh Pejabat dan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dijamin kerahasiaannya.
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Pasal 10
Tugas SPI

SPI melakukan sosialisasi, diseminasi, dan internalisasi pengendalian
Gratifikasi di lingkungan PJT I dan anak perusahaan.

SPI bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pengendalian
Gratifikasi di lingkungan PJT I.

SPI melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

kepada Direksi.

Pasal 11

Dewan Pengawas dan Direksi berkomitmen dan mendukung penuh
penerapan pengendalian gratifikasi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direksi ini.

Seluruh Pejabat dan Karyawan di lingkungan PJT I wajib membuat surat
pernyataan tentang penolakan, penerimaan dan/atau pemberian
Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Direksi ini.
Surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (2), dibuat sekali dalam
setahun, dan disampaikan kepada Direksi melalui Unit yang
membidangi GCG.

Pengawasan kepatuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan oleh SPI.

Pasal 12

Hak dan Perlindungan

Pelapor yang beritikad baik berhak untuk memperoleh:

a.
b.

C.

penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan

perlindungan.



-16 -

Pasal 13

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, diberikan oleh

Direksi Perusahaan kepada Pelapor dalam bentuk:

a.
b.

perlindungan hukum;

perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat
administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor,
seperti penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja
Pejabat dan Karyawan, usulan pemindahan  tugas/mutasi atau
hambatan karir lainnya;

pemindahtugasan/mutasi bagi Pelapor, apabila timbul intimidasi atau
ancaman fisik;

pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
lingkungan PJT I

perlindungan atas kerahasiaan identitas.

Pasal 14

Kepatuhan terhadap ketentuan pengendalian Gratifikasi dapat
diperhitungkan sebagai faktor penambah dalam penilaian kinerja,
pertimbangan dalam promosi dan/atau pemberian insentif Pejabat dan
Karyawan.

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai ketentuan Peraturan Direksi mengenai imbal jasa dan

pembinaan karir Pejabat dan Karyawan yang berlaku.

Pasal 15

Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Direksi ini, dikenakan

sanksi sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan dan/atau peraturan

perundang-undangan.
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Pasal 16

(1) Pedoman ini akan dievaluasi dan ditinjau ulang (diperbarui) minimal
setiap 3 (tiga) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika terjadi perubahan
signifikan pada proses bisnis Perusahaan, struktur organisasi, atau
peraturan perundang-undangan.

(2) Peraturan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

(3) Pada saat Peraturan Direksi ini mulai berlaku, Peraturan Direksi Nomor:
0006/PRT/DRUT/VII/2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 30 Desember 2025

Direktur Utama
ttd

Fahmi Hidayat

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Divisi Hukum dan
Komunikasi Korporat

IN
|
I\

Aris Widya
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Lampiran I
Peraturan Direksi Nomor: 0024 /PRT/DRUT/XII/2025
Tanggal: 30 Desember 2025

KOMITMEN PERNYATAAN

Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I
berkomitmen penuh mendukung penerapan Pedoman Pengendalian
Gratifikasi dan meminta seluruh jajaran pejabat di wilayah Perum Jasa Tirta
I untuk bekerja sama aktif dalam mensosialisasikan, melaksanakan, serta
mengawasi kepatuhan terhadap pedoman tersebut di unit kerja masing-
masing, sehingga tercipta lingkungan kerja yang berintegritas dan bebas dari

praktik gratifikasi.

Dewan Pengawas Direksi
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Lampiran II
Peraturan Direksi Nomor: 0024 /PRT/DRUT/XII/2025
Tanggal: 30 Desember 2025

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN ANTI GRATIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama*

Tempat Tanggal Lahir*
Nomor Induk Karyawan**
Unit Kerja*

Dengan sadar menyatakan komitmen untuk menolak pemberian Gratifikasi
dalam bentuk apapun terkait dengan bidang tugas yang saya emban, dan
apabila saya melakukan pelanggaran atas Peraturan Direksi mengenai
Pengendalian Gratifikasi, saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan

internal dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan komitmen ini saya buat dengan sesungguhnya.

Ttd. *

Nama Terang*

Keterangan.
* ¢ Wajib diisi
** ¢ Tidak wajib diisi
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Lampiran III
Peraturan Direksi Nomor: 0024 /PRT/DRUT/XII/2025
Tanggal: 30 Desember 2025

Formulir Pelaporan Gratifikasi

LAPORAN GRATIFIKASI

Ookumen imi adalah rahasia negara, Oarang membuka tanpa (zin KPK
Komi " 1 K Formuir ini berdasarkan SK KPK Nomoe 1461 Tabwun
I P i an SK Pirginan 46 2020

PENGERTIAN GRATIFIKAST
- 'ul‘lzal’nmwnn-v&tnnmwww”cwmmpwm“mwmmmm 2pahia Derhtungan cengan

¥ bt i) s

m—mmwu—-nwzmmmmnmmmw medipti pemiberan Lang. lw-g. rnmnwn homist, pinjaman tanpa

Pperjalanan wisata, pengobatan cuma-<uma. dan fasiktas lnnya, Gratfikas: & yang d  dalam regen
cwmmnnmmmwwummwmmn
TATA CARA PELAPORAN
* Pasil 16 UU Nermor 30 Tahun 2002 “Setiap PeGawil Neger stau Dermyean(gars Negars yang men e ma graoficis wajl melporan kepads Komisl Semberantasan Kerupsi
* Pelypor wiagh memenuts keterrtuan KPK, bak yang d dalam p pr Uil edaran st 1At Cara DEapGran dar KPK
* Pelapor wapb daro dan informasi terkait laporan gratfkas) secara benar dan lengkap;
. wummnwawmmmmnWmmmmpmnmwmuwym b dan dlap dengan
terkak p Qratifikasi Fasy ucwmnwmmwmmuwmnwmx
» Laporan Gratiias! yang telah lewat 30 (bga pulsh) hart kera 9 sejok tanggal Gratitis rseb pei ik secard lenghap daryacau benar,

muumdqdummmnummmcmnpmm-mwhmauummwmmpmmmmm
53l penerima Gracikast dan'ataw patwr chdugs terkait indak pidana lannya, maka laporan Graefkasl tersebor capat tidak dencakdanut melaiul Penctapan Status Gratifikast

* KPK dapat meminta kepachs Pelapor Gratfikas: untuk mhnu&gmm Aompensasi atas barang gratifikasi yang dietaphan menadi mlk Negara sebesar sehesa

nilal yang poda Sweat
» Pelapor Gratifikasi wajid menindaklanjuti Sorat Ki wmammnmmmmmammrmmm
sejok draetaphan.

Laporan Gratifilas| dapat disampalican ke XPK melalui: mmmwmm&—-nﬂhum
* Ondine  {sesiiai tautan resmi pelaporan daring graedicas relevan Sesudl peristing penorimaan gratifikast, antara

KPK) (scan QR Cotlel » FotorScan Objek GrotiFkas) ms ok
« Emafl : ist dan Kirm formudle melaiut emall * Surat Tugas/ gan Keg YR enda
peiaporan.gratifikasi Ekpk go.id; * Bukt| Perjelenan; Tiket/Boerhe asporiVise
e S0nr S Diveltins Sraial .mwm-muagmvmmmaw
Komisi Pemberantasan Korupsi. Khusus Laporan Gratifikasi terkait p P up adav/
Gedung Merah Putih, qml&m
1 KUNINGIN PErsata Kav.a, KIL /KW, > Rp1.00ULUG,UU dan Non Kekarga
¥ec. Secabud), Kota jakarta Selotan. 12950 -mm»mmurﬂmwmm

» FotarScan Undangany Busu Tamu

Wb disi (P19 salah setud

Kerahasiaan Laporan . Pribadi & Rahasla ireisper sranasiaksn dan U9G)| Tembuskan ke UPG
Jenis Laporan : Laporan Penerimaan Laporan Penolakan
(ADENTITASPELAPOR corpsans
1. Nama Lengkap 2

2. Nomor Induk Kependudukan

3. Tempat Lahir

4. Tanggal Lahir

5. Nama Instansi dan Unit Kerja

6. Jabatan/Pangkat/Golongan

7. Alamat Email Penerima :
(catatan: Seluruh soffr —

terkait proses pena nc- laporan gratificasi akan
disampaiken ke emj‘

8. Alamat Lengkap Penerima (sesuai KTP)

Ketamatan Kabupaten/Kota Provinsl

9. Nomor HP

10. Nama dan Nomor HP Pihak yang Dapat Dihubungl
{Guna Mempermudah Proses Penanganan Laporan)
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3

URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI
Lembar ini bisa diperbanyak sesual kebutihan

Sebhurchoya wgih dist 1 P salah satu

|

. Nama Lengkap Pemberi
2. Instansi Pemberi

3. Alamat Lengkap Pemberi

4. Hubungan Pemberi-Penerima Gratifikasi * © | Merupakon pemberian dalam ketuarga
" Peryedia Barang & JsaPenenma Layanan/terkalt Pengawasan/Pemeriksaan
] Antara sesama Pegawal di lngkungan mitermal mstans
T Identitas Pember tidak diketahus
C Lannya, v

5. Alasan Pemberian

Selu b st *] At salah satu

1. Peristiwa terkait Gratfikasi 1 | Pemberian dalam rangka paah ssmbut/pensiun/mutasi jabatan/ulang tabun
I Pemierian terkas dengan pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi (Tupoks!)
T Pemderian tdak terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokak Fungsi (Tupoks:)

| Pemberian terkas dengan p fupacara gama lainrya atau terkait mmuh!bm
(Kewapban pelaporan terkas peristiwa inl jika tercapat abjek p 1 g febin
dari Rp1.000.002,00 setiap pemberan per crang)
LIk WQan Ir UMandaat dari Koperasimadiah Undian atau Langsung
] ainnya,
2. Lokas| Objek Graufikasi * : ] Disimpan Petapar
| Dititipkan di UPS
| Datstipkan & KPK (honyo dopat avs! ofeh Petugas KPK)
| Lainnya, sebutk
3. Jenis/Objek Gratifikasi . Hidangan/Oteh " b 1 dengan masa berlaku

L] unnqm Bunga/Cindera mata/Piskat/Barang dengan logo instansi Pembert
YM p!!]lllﬂ.r/‘u‘ll‘! pengnmpnnlhsllus lm-nyq, ubukan
0 | Uang/Alat tukar lainnya, sebutian...

4. Uralan Jenis/Objek Gratifikasi
(Soskrips docd objek gratifkast jeos, Bantuk,
merek, tahun pembuatan, wama, al)

5. Nilai Nominal/Taksiran
(harga pasar/perkiraan sencinl

Seluruhnya wallb st

1. Tanggal Penerimaan Gratifikasi

Tanggal Lapor UPG (jka apor mufai UPG)

Tempat Penerimaan Gratifikasi

2w oN

Uralan tentang proses terjadinya penerimaan gratifikasi (kapan, dimana, dengan siapa, bagaimana, dan dalam rangka aps)

Pelapor gratifikast bersed|a untuk menyerahkan uang sebagal kompensas: atas barang yang diterimanya X =

sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pimpinan KPK. Permintaan kompensasi yang telah v . Taak
mendapatkan persetuguan KPK tidak dapat dibatalkan sepihak oleh pelapor, —
Laporan gratifikasi inl saya palkan deng b by ya. Saya b di h &pkgmhpdom untuk proses analisa lebéh lanjut
atau status kepemilikan gratifikas telah P adi millk negara. Apabi, uhy-mg gaja tidak saya lap atau saya laporkan kepada KPK

secara tidak bmu mah saya bersedia pertanggung) kannya sezara hukum sesual P per

9 g-undangan yang berlaku dan
gan lebih lanjut.

2.

Pelapor,



